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BUPATI IYATUIVA
PROVITSI KEPULAUAIT RIAU

PERATURAIT BIIPATI NATUNA
NoMoR 3lt*ttun 2otz

TEIYTAITG

PERI'BAIIAN ATAS PERATTIRAIT BT'PA?I NOMOR 12 TAIIIN 2OI7
TEITTAITG TUITJAITGAN PERT'UAIIAN BAGI

KSTT'A DEtrIAIT PERWAIflLITN RAI(YAT DAERAII
KABUPATEII ITATUNA TAHUIT AITGGARAIT 2OI7

DENGAN RAHUAT TI'HAIT YAITG UAIIA ESA

Menimbang

BUPATI IYATUIVA,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 angka 1

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201,7

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,

yang mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah

belum dapat menyediakan rumah negara bagl

Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan

diberikan Tunjangan Perumahan;

bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna belum dapat

menyediakan Rumah Jabatan bagr Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peratrrran Bupati tentang Pembahan Atas Peratrrran

Bupati Nomor 12 Tahun 2077 tentang T\rnjangan

Perumahan Bag Ketua Dewan Penvakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2OL7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Mengingat : 1.

b.
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2.

Tambahan Iembeiran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tatrun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, I(abupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

Nomor 1.81, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Pembahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun Lggg tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, I(abupaten

Siak, Kabupaten I(arimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singtng dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2ALL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341;

(
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6. Undang-Undang Nomor LZ TS* 2Ol4 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penrakilan

Rakyat, Dewan Pennrakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor L82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 17 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005

Nomor 106, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6A571;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan

Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor

1067h

MEMUTUSI(AN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12

TAHUN 2OL7 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI

KETUA DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Natuna Nomor 12 Tahun 2Afi tentang Tunjangan

Pemmahan Bagr Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2OLT (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2OLT Nomor 12) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah,

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

7.

8.

Menetapkan
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2.

(1) T\rnjangan

Pasal 2

Perumahan BaSl Ketua

DPRD diberikan bertujuan untuk

menunjang kelancaran tugas, fungsi dan

wewenang Ketua DPRD.

(2) Perhitungan Tunjangan Perumahan bagr Ketua

DPRD meliputi sewa rumah.

(3) Tunjangan Pemmahan sebagaim€rna dimaksud

pada ayat (21, besarnya disesuaikan dengan

standar satuan harga sewa rumah di

Kabupaten Natuna.

Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 3

Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan

terhitung sejak bulan berikutnya sejak Peratrrran

Bupati ini di undangkan.

Ketentuan pada Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Tunjangan Perumahan bagt Ketua DPRD

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar

Rp 8.35O.OOO (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah).

Ketentuan pada Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tunjangan Penrmahan bagl Ketua DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Itubupaten Natuna Tahun 2017.

3.

4.



Pasal II

Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetatminya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di
pada

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 85 Aru$tu! 0ol7

STKRSIARIS DATRAII
KABI'PA?TII ilATT'ITA,

BERITA DATRAII KABI'PATEIT ISATI'ITA TAIII'il 2O,7 ITOUOR 3V

Agurtul 4ol7
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